KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ()¢ /B.IX/HK/2014

TENTANG

PENUNJUKAN PE.JABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPA-SKPKD) ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
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TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa dalam raneka terab  adminisirasi dan  kelancaran
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dal Belanja Dacrah (APBD)
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 20714, vang dikelola  olch
Satuan Kerja Perangkat Daerah  di Linglkungan Pemerintah
Provins1 Lampung, perlu micnunjuk Pejabat Pengguna Anggaran,
Bendahara Pengeluaran vang bertanggungjawab bak dan segl
listk maupun kecuangan scsual dengan Dokumen Pelaksanaan
Angparan Satuan korja Perangkat Dacrah [DPA-SKPD) yvang
bersangliutan,

bahwa  Pejabat/Pegawar Negernn  Sipil vang  Nama, NIP,
Pangkat/Golongan  dan  Jabalannya sebagaimana lercantum
dalam Lampuan Kepulusan ini dipandang cakap dan memcnuhi
syaral untuk ditunmjuk sebagalr Pejabal Pengguna Anggaran,
Buendahara Pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Pengelolaan Kevangwn Dacrah (DPA-SKPKD) Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) Provinsi Lampung Tabiun
Anggaran 2013,

bahwa schubungan dengan maksud hurul a dan hural b wrsebut
di alas, agar pelaksanaannya  dapar  berjalan ertib, perlu
menunjule  dan mengangkal  Pejabal Pengguna  Anggaran,
Bendahara Pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Saluan
Kerja Pengelolaan Keuangan  Dacrah (DPA-SKPRDY  Tahun
Anggaran 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur
Lampung:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana lelah beberapa kalt diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah;

Peraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemermiahan antara Pemerinlah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemernintahan Dacrah Kabupaten /kota;

Peraturan Pemerintah Nownar 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntans: Pemerintahan;

Peraturan Menteni Dalam Negern Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedonian  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  sebagaimana  telah
beberapa kah drubah terakhir dengan Peraturan Menlen Dalam
Negert Nomor 21 Tahun 2011,
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6. Peraluran Mentcrt Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tala Cara Penatausahaan dan Penvusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

7. Preraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 20714
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GURBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPA-SKPKD) ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PRCGVINST LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2014,

Menunjuk  Pcjabai/Pcgawar Negeri Sipil yang Nama, NIP,
Pangkai/Golongan dan Jabatannya sebagmimana lercanturn dalam
kolom 3 Lampiran Kepurusan int sebagar  Pejabat  Pengguna
Anggaran, kolom 4 Lampiran Kepulusan ini sebagal Bendahara
Pengeluaran  Dokumen  Polaksanaan Anggaran  Satuan  Kena
Pengelolaan Keuangan Dacrah (DPA-SKPKD) Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran
2014.

Pejabal Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran sebagaimana
dimaksud  Diktum Kesatu  mempunyal  tugas, kewgnban  dan
wewenang sebagal berikul:

a. Pejabat Pengguna Anggaran:
1. menyusun RKA - SKPD:
2. menvusun OPA - SKPD:
3. melakukan undakan yang mengakibalkan pengeluaran alas
beban anggaran belanja;
4. melaksanakan anggaran SKPD yvang dipimpmnya;

5. melakukan pengujian alas tagithan dan  mcomerintahkan
pembayaran;

6. mnelaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajalk;

7. mengadaekan ikatan/perjanlan kerjasama dengan pihak lain

dalam batas anggaran vang telah ditelapkan;

8. menandalangani Sural Perintah Membavar (SPM);

9, mengelola ulung dan piutang vang menjadi (anggungjdwab
SKPD yang dipimpinnva;

10. mengelola  barang milik  dacrah/kckayaan daerah  yang
rmenjadi Langgungjawah SKPD yvang dipimpinnya;

Ll.menyusun dan menvampaikan fapeoran kevangan SKPD yang
dipimpinnya:

12 smengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

13.melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran berdasarkan
kuasa anggaran yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;

i+ bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
Daerah melalul Sckrelans Daerah: dan

FS melakukan pemceriksaan kas vang dikelola oleh bendahara
pengeluaran sckurang-kurangnya 1 {satu) kali dalam 3 (tiga)
bulan dan dituangkan dalam Bernita Acara Pemeriksaan Kas.

b. Bendahara Pengeluaran:
I, melaksanalkeann kegiatan  kebendaharaan  dalam  rangka
pelaksanaan APBD diunit kerja Pengguna Anggaran Dacrah;
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2. menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 lentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Dacrah schagaimana telah beberapa kalt diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 55
Tahun 2008  tenlang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;

3. mempcrtanggungjawabkan penggunaan  uang persediaan/
ganti vang perscdiaan/tambah  uang perscdiaan  kepada
Kepala SKPD melalul PPK-SKPD paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya;

4. mempertanggungjawabkan penggunaan uvang yang menjdd
tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan
perianggungjawaban pengeluaran kepada PPRD selaku BUD
paling lambat tanggal 10 bulan berikutuya;

5. mclakukan pemenksaan kas yvang dikelola oleh bendahara
pengeluaran pembantu sekurang-kurang 1 (satu) kah dalam 3
(tiga) bulan dan dituangkan dalam Berila Acara Pemeriksaan
Kas:

6. melakukan verifikas), cvaluasi dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban  penpgeluaran lerhadap  bendahara
pengeluaran pembantu;

7. mcngelola belaya bunga. subsidi, hibah, bantuan sosial,
belanja bagi hasil, bantuan Keuangan, helanra udak terduga,
dan pembiayaun melakukan penatausahaan sesual dengan
Ketentuan dan peraturan yvang berlaku;

8. dilarang melakukan batk sccara langsung maupun (idak
langsunyg kegiatan perdagaugan, pekerjaan pemborongan dan
penjualan jasa  alau bertindak  sebagal  penjamin  alas
kegialan/ pekerjaan penjualan; dan

9. tidak diperkcnankan membuka rckening dengan atas nama
pribadi pada Bank atau (iiro pos dengan twuan pelaksanaan
APBD.

Mendelegasikan wewenang menandatangani pctikan dan salinan
Keputusan Gubernur Lampung  lentang  Penunjukan  Pejabat
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keunangan Dacrah [(DPA-SKPD)
Anggaran Pendapatan dan Belania Dacrah Provinst Lampung Tahun
Anggaran 2014 vang ditandangan: oleh Gubernur Lampung kepatla
Kepala Biro Kcuangan Sekretariat Dacrah Provinsi Lampung.

Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal 2 Januan 2014 sampai
dengzan 31 Desember 2014, dengan kelentuan apubila dikemuchan
hart lernyata terdapat kekeliruan dalam  Keputusan in1 akan

diadakan pembetulan sebasuimana mesbinya,
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GUBERNUH LAMPUKG.

SJACHROEYIN Z/P.

Ketua DPRD Provinst Lampung di Yelukbetung:

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampunc:
Inspektur Provins) Lampung < Bandar Lampung:

Kepala Giro Hukum Serda Provins Lampung dl Telukbetung,
Pimpuian Cabang

Utama PT. Rank Lampung i Felukbetung,

. Masing-masing vang bersanglkutan


Research
Rectangle

Research
Rectangle

Research
Rectangle


1
o
'

LAMDPIRAN ¢ KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR :cciﬂ § /BUX/HK/2014
TANGGAL pansar 4 2014

NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPA-SKPKD) ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH {APBD} PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

~o NAMA BSKPD n PEJARAT PENGGUNA ANGGARAN ) - BENDAHARA KETERANGAN
PENGELUARAN PENERIMAAN
] . 2 3 4 - -
1 |Sekretaviat Daerah Drs. YANWARDI, M.M, HANAFI, S.Sos.
Provinst Lampung NIP. 19640113 1986140 1 001 NIP. 1966 1011 198803 t 006
Pembina (IV/a) Penata Tingkat 1 (L /d)
Pj. Kepala Bire Keuangan Kepala Sub Bagian Perbendaharaan
Sekretariat Daerah Provins: Lampung Belanja Pegawal Bire Keuangan
Sekretariat Dacvah Provinsi Lampung '
_ _ L

GUBERMUR LAMPUNG. .’

SJACHRDEDIW Z.P.
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